nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

ANALISIS YURIDIS PERATURAN OJK NO 77 TAHUN 2016
TENTANGPERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS

TEKNOLOGI FINTECH

SKRIPSI

¢

=
r
o
’
)
[l
’
v
/
¢

P

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022



s i disay yepepe i udwnyo(

neny wejsy se)isIdAmu) ueeyeisndidg

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama :NAOMI LAURA TASYA

ahun 2016 Tentang

mologi Fintech.




MJ v § < LA
S ‘ﬁm FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN ;,,\:fm

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

FS 871471

No. Reg : 940/I/UPM FH UIR 2021

I disay yejepe 1un udmwnyo(g

ﬁegg WR[S] SBJISIIAIU() Ueeye)snd



UNIVERSITAS ISLAM RIA(Y)¥KAN
FAKULTAS HUKUM e

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “A” BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama

NPM

Fakultas
Program Studi
Pembimbing I

Judul Skrips

: NAOMI LAURA TASYA
: 141010587

: HUKUM

: ILMU HUKUM

: Dr.Admiral, S.H., M.H

:ANALISIS YURIDIS PERATURAN OJK NO 77 TAHUN 2016

TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS
TEKNOLOGI FINTECH.

16-11-2021 | - Perbaiki latar belakang A
D
25-11-2021 | - Perbaiki penulisan 8
11-12-2021 | - Perbaiki kesimpulan dan saran "
16-12-2021 | - Skripsi di ACC W
17-12-2021
-Acc Untuk Diujiankan N




UNIVERSITAS ISLAM RIAU. R
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “A” BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wejsy sejsidAmu) ueeyeisndiog

Dr.M.Musa, S.H.,M.H



nery weysy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe jur uwdwnyoq

%

o
.’
.
‘!
)
4/
/

%

Pekanbaru, 16 Desember 2021
Mengetahui :
An. Dekan

Dr. Rosyidi Ha S.H.

1

.H




SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVIfRSlTAS ISLAM RIAU
Nomor: 703 /Kpts/FH/2021 -
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu
ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa
tersebut

Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini
dipandang mampu dan memenubhi syarat sebagai pembimbing.

Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar

UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

PP Nomor'4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi

Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
SK. BAN-PT Nomor 217 /SK/BAN-PT/AKk-XVI/S/X/2013

Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018

Surat KeputusanRektor Universitas Islam. Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang
Pemberhentian:Dekan Fakultas Hukum dan“Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode
2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

I~

Mengingat

B wn e

© QNN U1

MEMUTUSKAN
Menetapkan 1. Menunjuk

Nama : Dr.Admiral, S.H.,, M.H

NIDN : 080102332

Pangkat/Jabatan : Penata /IIl/c

Jabatan Fungsional : Lektor

Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa

Nama : Naomi Laura Tasya

NPM : 141010587

Prodi / Departemen :  Ilmu Hukum /Hukum Perdata

Judul skripsi : Analisis Yuridis Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016
Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi
(Fintech)

2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor
052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di
lingkungan Universitas Islam Riau’

3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
lingkungan Universitas Islam Riau.

4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera
ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan un;;ﬂggiiaksanakan.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru

2.Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



NOMOR : 803 /KPTS/FH-UIR/2021"

TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang: 1.

Mengingat :

© N o ;

Menetapkan: 1.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan
tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.

Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat
sebagai penguiji.

Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :

a. Nomor : 232/U/2000 c.Nomor:176/U/2001

b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002

Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti /Kep/1991
Keputusan BAN-PT Nomor: 217 /SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X /2013

Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :

a. Nomor : 52 /UIR/Kpts/1998

b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989

c. Nomor: 117 /UIR/KPTS/2012

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang
Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-

2024 dan. Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

Nama :  Naomi Laura Tasya

N.P.M. : /3141010587

Program Studi ¢ ImuHukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 Tentang

Perjanjian Pinjam Meminjam Berbaris Teknologi Fintech
Dengan susunan tim penguji terdiridari

Dr. Admiral, S.H., M.H . : Ketuamerangkap penguji materi skripsi
Dr. Desi Apriani, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistimatika
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H.,, M.H : Notulis

Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan
fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat
kekeliruan segera ditinjau kembali. ey
Kutipan : Disampaikan kepada yang befs: 1g q\untuk dapat diketahui dan
dimaklumi. /. :

“NIDN-1009116601

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2.Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru

3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  (§)YKAN
FAKULTAS HUKUM e

Alamat : JI. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuirac.id - e-mail : law@uirac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

neny wejsy se)isIdAmu) ueeyeisndidg

I disay yejepe 1ul udwnyo(g

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

N S

_azoe M-

/.4

Berdasarkan Surat
803/KPTS/FH
Desember
Fakultas Hukt

Nama
NPM

Judul Skrips . Analis T 77 Tahun 2016
entang  Pe leminjam  Berbaris

Tanggal Ujia
Waktu Ujia
Tempat Ujia
IPK
Predikat Kel

1.

2.

3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H 3. Hadir
Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H.,, M.H -~ 4. Hadir

\bar, 20.Desember 2021
t{},té% Hukum UIR

e T



ABSTRACT

Financial Technology (Fintech)adalah teknologi sistem keuangan. GO-PAY dan
OVO merupakan _Fintechjenis. pembayaran yang menduduki peringkat pertama
dan kedua di.indonesia.maupundi Banda Aceh. Berdasarkan teori TAM (Theory
Acceptance Model), persepsi. kegunaan dan kemudahan merupakankonstruk
utama dalam penggunaan suatu teknologi. Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif dengan cross-sectional survey. Pengumpulan data menggunakan
kuesioner. dengan 15 pernyataan. Dari hasil penelitian,didapatkan 71% responden
masuk dalam"kategori“sangat baik pada persepsi kegunaan dan70,25% masuk
dalam kategori sangat baik pada persepsi kemudahan. Kesimpulannya yaitu
masyarakat Kota Banda Aceh meyakini Fintechberguna dan mudah untuk
digunakan dalam kehidupan sehari-hari.Kata Kunci: Persepsi Kegunaan, Persepsi
Kemudahan, Financial Technology.

Kehadiran fintech membuka peluang bagi masyarakat agar dapat lebih mudah
dalam mengakses berbagai layanan keuangan.dengan efisien. Soalnya, layanan
fintech dapat diakses hanya dengan memanfaatkan internet.Agar perkembangan
perusahaan fintech di Indonesia dapat berjalan dengan semestinya, OJK selaku
lembaga jasa keuangan mengharuskan seluruh perusahaan fintech untuk
melakukan pendaftaran untuk-mendapatkan, izin-operasional.Perusahaan fintech
yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK dan AFPI diharuskan untuk mengikuti
regulasi dan ketentuan yang berlaku.Jika diketahui melakukan pelanggaran, OJK
memiliki wewenang untuk memberikan sanksi hingga mencabut izin operasional
perusahaan tersebut.Sayangnya, seiring berjalannya waktu, kian bermunculan
perusahaan fintech™ abal-abal alias fintech ilegal yang sangat meresahkan
masyarakat.

KATA KUNCI :PERJANJIAN FINTECH



ABSTRACT

Financial Technology (Fintech) is a financial system technology. GO-PAY and
OVO are Fintech types of payments that are ranked first and second in Indonesia
as well as in Banda Aceh. Based on the theory of TAM (Theory Acceptance
Model), perceptions of usefulness and convenience are the main constructs in the
use of a technology. The research method used iIs descriptive with a cross-
sectional survey. Collecting data using a questionnaire with 15 statements. From
the results of the study, it was found that 71%. of respondents were in the very
good category on perceived usefulness and 70.25% was included in the very good
category on perceived ease of user Thejeonclusion is that the people of Banda
Aceh City believe that, -Fintech is useful and asy to use in everyday life.
Keywords: Perception of Usability, Perception of Ease;Financial-Technology.

The presence.of fintech opens up opportunities for the public to more easily
access various financial services efficiently. You see, fintech services can be
accessed only by using the internet. In order for the development of fintech
companies in Indonesia to run properly, OJK as a financial services institution
requires all fintech companies to register to obtain operational permits. Fintech
companies that are licensed and supervised by OJK and AFPI.required to follow
applicable regulations and provisions. If found to have committed a violation,
OJK has the authority to impose sanctions. up 'to revoking the company's
operating license. Unfortunately, over time, fake fintech companies, aka illegal
fintechs, have emerged which are very disturbing to the public.

KEYWORDS :FINTECH AGREEMENT
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BAB |

PENDAHULUAN

besar dalam

Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet
tersebut juga mempengaruhi sektor industri keuangan Indonesia, yaitu dengan
hadirnya Financial Technology atau yang lebih dikenal dengan sebutan fintech,
yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti Teknologi Finansial

(Harahap, 2011:297).



Fintech adalah sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank
yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau
konsumennya. Pada hakikatnya lembaga keuangan merupakan sebuah lembaga
antara pihak yang.memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang
kekurangan dana (lack of funds) yang memiliki fungsi sebagal perantara keuangan

masyarakat (financial intermediary):

Tidak dapat dipungkiri lagi jika teknologi digital di sektor finansial atau
Fintech memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam bertransaksi. Kehadiran
fintech disinyalir dapat mempermudah proses transaksi keuangan maupun akses
financial lainnya seperti pinjaman ataupun pembiayaan - seperti misalnya
memberikan pinjaman tanpa jaminan/agunan seita preses pembiayaan yang cepat
dan sederhana. Jika dahulu proses Pinjam-Meminjam uang hanya dapat dilakukan
di Bank dengan bertatap muka secara jlangsung, namun Kini setiap orang dapat
mengajukan pinjaman uang melalui aplikasi yang disediakan starup atau

perusahaan yang menyediakan layanan tersebut dengan sangat mudah.

Fintech dalam geraknya memiliki.berbagai bentuk layanan seperti
pembayaran/payment fintech, financial SaaS fintech, capital market fintech,
pembiayaan/crowdfunding fintech, dan Peminjaman/Peer to Peer Lending. 2
Dalam penelitian ini yang akan dikaji lebih lanjut adalah terkait dengan layanan
pinjammeminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan
Peer to Peer Lending (P2P Lending). Layanan pinjam-meminjam uang dalam

Fintech menawarkan sebuah terobosan baru bagi masyarakat baik perorangan



maupun badan hukum yang ingin menikmati pinjaman uang dengan syarat yang
terlampau mudah dan efisien dalam berbagai hal, disisi lain fintech layanan P2P
Lending juga mengakomodir masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara
membantu starup.atau perusahaan fintech untuk membiayai_ataupun meminjami
sejumlah uang yang diajukan oleh penerima pinjaman. Sehingga pada prinsipnya
perusahaan penyelenggara fintechtdalany; layanan P2P Lending hanya sebagai
perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor/kreditur) dengan
penerima pinjaman (debitur) dalam hal melakukan perjanjian pinjam-meminjam
uang yang dilakukan secara elektronik menggunakan sebuah fitur aplikasi yang

dimiliki oleh perusahaan fintech tersebut (Hery 2016:107).

Perjanjian pinjam-meminjam uang dalam fintech disebut dengan kontrak
elektronik. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomorr-19: Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi jawaban akan keraguan atas keabsahan
sebuah kontrak elektronik yang banyak digunakan dalam dunia fintech. Kontrak

elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-undang ITE menyebutkan:

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui

sistem elektronik”

Kemudian UU ITE juga mengatur bahwa para pihak yang melakukan
transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.4 Maka
dari perjanjian yang disetujui dan disepakati bersama para pihak timbul suatu

hubungan hukum antara kedua pihak yang dinamakan perikatan dalam Kitab
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Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hubungan hukum tersebut seyogyanya
pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian memiliki kedudukan dan

konsekuensi hukum yang sama. Walaupun begitu sebenarnya hukum perjanjian

oendent  yang
ntang Otoritas
an pengawasan

jasa keuangan

serta mampu

dan stabil, serta

Pinjam-Meminjam Uang Berba
Nomor 77 tersebut mewajibkan bagi penyelenggara untuk mengajukan
pendaftaran dan perijinan kepada OJK.6 Otoritas Jasa Keuangan juga telah
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan
Manajemen Resiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam-Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Berdasarkan data OJK hingga November 2017 yang lalu, OJK mencatat

dana fintech peer to peer lending (P2P lending) mencapai Rp. 1,9 triliun atau

menunjukkan tren pertumbuhan 20% setiap bulannya. Hingga Januari 2018 telah

perusahaan

Otoritas Jas Ja er A 2020 2 > ah 127 perusahaan,

a dapat mengakses peluang yang
lebih luas dalam memilih layanan jasa yang diinginkan, namun dalam perspektif
hukum masih dapat ditelaah tentang urgensi perlindungan hukum terhadap para
pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi

(fintech: peer to peer lending).



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Maka Berdasarkan urian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
sesuatu penelitian dengan judul : ANALISIS YURIDIS PERATURAN OJK

NO. 77 TAHUN 2016 TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM

2. perjanjian pinjam
OJK No. 77
C. Tujua
elitian ini sebagai
berikut:
1 pemberian kredit berbasis

teknologi oleh fintech.

2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam
perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi fintech berdasarkan peraturan
OJK no 77 tahun 2016.

3. manfaat dari penelitian ini akan di bagi menjdi dua manfaat yaitu manfaat

teoritis dan manfaat praktis
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Manfaat teoritis :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan

atau sedang

ui platform peer

Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata
suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.5

Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menerangkan secara sederhana
tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua belah

pihak yang saling mengkaitkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu
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lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu

terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.

Pasal 1314 KUH Perdata menerangkan tentang adanya dua macam

4) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian sendiri dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti
perjanjian jual beli dan semacamnya dan perjanjian ini diatur dalam buku Il
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara

sah “berlaku sebagai undang-undang” untuk mereka yang membuatnya.

10
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Artinya, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian

itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua

waktu yang

tidak usah

1339 Kitab Undang-Undang H enetapkan, bahwa suatu perjanjian
tidak hanya mengikat pada apa yang ada dalam perjanjian, tetapi juga pada apa
yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau
undang-undang. Memang sudah seharusnya, pertama kali hakim harus
memperhatikan apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang berkontrak. Baru

kemudian jikalau sesuatu hal tidak diatur dalam surat perjanjian dan dalam

undangundang tidak terdapat suatu ketetapan mengenai hal itu, hakim harus

11
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menyelidiki bagaimanakah biasanya hal yang semacam itu diaturnya di dalam
praktek. Jika ini juga tidak diketahuinya karena mungkin hal itu elum banyak

terjadi, hakim itu harus menetapkanya menurut perasaanya keadilan

at, tentang

pedoman oleh araka : a_«tidak sehandal

pemerintah h. Ini penting,
mengingat Seg : at al: ehi ‘ : alu melakukan
perjanjian. ¢ " = , andai kata di
belakang hari ada piha : , perikan bantuanya

agar kerugi : i 1isa elesaikan pemulihan

sama dengan undang- undang bagi para pihaknya. Perihal pemulihan kerugian,
memiliki hubungan erat dengan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata sebagai benteng yang sengaja dipersiapkan sejak dini dan strategis oleh
pemerintah. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bernarasi, bahwa
segala benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada

maupun yang masih akan ada, akan dijadikan jaminan atas perikatan- perikatan

12
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yang melilit setiap orang. Ini semua demi terwujudnya ‘“hak” ataupun demi
terpulihkanya “hak yang cedera atau musnah” yang dialami oleh seseorang. Inilah

salah satu bukti akuntabilitasnya hukum saat dijadikan bingkainya perjanjian

terdapat da : ang | an judul penelitian
diatas make kan batasan-batasa : imaksud untuk
menghindari «pemaha ~ penafsira penelitian ini.

Batasan-batasa

merupakan sesuatu yang dipinja bungan pinjam meminjam tersebut
dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang
meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Kegiatan
pinjam meminjam uang (kredit) adalah kegiatan yang telah dilakukan sejak lama

dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.

Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang

13
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sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan
perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas

engawasan pasar
e euangan, serta mengganti : donesia dalam
pengaturan dan-pengawasan bank, s¢ melind en industri jasa

keuangan.

sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian
Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif. yaitu
menggambarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dikaitkan dengan

teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

14
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permasalah yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan praktik
pinjam meminjam online melalui platform peer to peer lending dikaitkan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peran Otoritas Jasa Keuangan

i ciri-ciri atau
Si yang diteliti.

mendapatkana

dan kusioner langsung dalam memperoleh data
Data skunder
Data pendukung dari data primer yang dikumpulkan dengan

penelitian kepustaka berupa buku-buku literature

hukum,skripsi,jurnal,internet,dan peraturan perundang-undangan.

15
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4. Alat pengumpul Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

studi kepustakaan (library research) yang dilengkapi pula oleh wawancara

akaan dilakukan untuk
2 ahli, serta

1 dari buku-

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah Metode
penalaran induktif merupakan suatu bentuk kesimpulan yang di tarik dari suatu
argumen, pernyataan-pernyataan yang spesifik kemudian dengan penalaran yang

logis digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

16
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Sistematika Penulisan

Untuk memud

nkan dalam penulisan s

ipsi ini, maka diperlukan

17



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

BAB Il

TINJAUAN UMUM

CekPremi, Bareksa, F 3 eritrans, Kartuku (Rahardjo,

2017:225-229).

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pada
prinsipnya fintech adalah a fusion between technology and financial
services. Penggunaan handphone sebagai layanan mobile banking dan
investasi bisa dijadikan sebagai contoh perpaduan teknologi dengan

sistem keuangan guna memberikan layanan keuangan yang lebih

18
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mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan kata lain fintech

bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

mengakses produk-produk keuangan mempermudah transaksi dan

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai Financial
Technology (Teknologi Finansial). Teknologi Finansial diatur pada
Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017
Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi
Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang

menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru

19



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem

keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan

sistem pembayaran (Mawarni, 2017:2).

teknologi dapat berupa otomatisasi dengan mesin atau penggunaan

media internet untuk mempermudah layanan, dana saat ini media

internet menjadi pilihan utama bagi pelaku industri sektor keuangan.

2. Sejarah Financial Technology

20
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Fintech di dunia digital diawali dengan kemajuan teknologi di

bidang keuangan. Perkembangan komputer serta jaringan internet

ditahun 1966 keatas membuka peluang besar bagi para pengusaha

online banking untuk para nasabahnya. Fintech pun menjadi semakin
mudah digunakan masyarakat luas, juga makin dikenal. Pembayaran
yang praktis dan jauh berbeda dengan metode pembayaran
konvensional membuat perkembangan fintech semakin gencar.
Layanan finansial yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi

dan software dapat dengan mudah diraih dengan fintech. 43 Dunia

21
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perbankan  mulai memperluas  penggunaan fintech  untuk

mempermudah metode pembayaran.

ebaran mobile internet

bangan fintech
nasabah, dan
sehingga lebih
engguna khususnya
n yang dapat

mereka ingin

Mobile Point of Sales (M-POS).44 Di Indonesia saat itu terdapat
perubahan masyarakat yang menggunakan smartphone untuk
mempercepat segala sesuatu, sehingga lahirlah fintech untuk
mencukupi kebutuhan masyarakat seperti yang telah dikemukakan di
atas. Masyarakat menginginkan metode pembayaran yang aman,

mudah, murah, tetapi tidak berupa uang tunai.

22
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Investasi keseluruhan pada fintech secara global mulai

mengalami pertumbuhan dengan nilai mencapai tiga kali lipat dalam

nilai investasi kedalam

3. Jenis-jenis Fintech
Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis Fintech
pun semakin beragam, diantaranya seperti inovasi teknologi finansial

terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan

23
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perusahaan start-up Fintech yang menggunakan teknologi baru untuk

memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman.

; i angatlah pesat. Telah
< Vinnayett '?a‘
: g di Indonesia

an keuangan

(D

e

rowdfunding

uang elektronik atau bisa disebut E-money. Uang elektronik
atau e-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-
unsur.

a. Diterbitkan atas dasar uang yang disetor terlebih dahulu

oleh pemegang kepada penerbit;

24
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b. Nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik tertentu

seperti server atau chip:

c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pemegang

ang elektronik; Nilai

0
%

\\'&\\\“0‘

<2 NNt

imbalan berupa barang atau jasa.
Dalam kegiatan Crowdfunding tidak selalu didasari
dengan tujuan yang sama, kegiatan penggalangan dana

berbasis teknologi informasi ini memiliki jenis sesuai dengan

tujuan masing-masing. Jenis kegiatan Crowdfunding menjadi 4

25
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yaitu Donation-based, Reward Bassed, Lending-based or Peer

to Per (P2P), Equity-based Crowdfunding.

penggajian,

lain -lain.

““
r
A
’
r
»
’.
v
g
()

s N

4. Manfaat Fintech
Menurut Bank Indonesia, Perkembangan Fintech yang sangat
pesat di Indonesia dapat membawa banyak manfaat, manfaat tersebut
dapat bagi peminjam, investor maupun perbankan di Indonesia :

a. Bagi peminjam, manfaat yang dirasakan seperti mendorong

inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur

26
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yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan

persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga

pinjaman;

pat dirasakan seperti

“‘R’u\\‘ .G@ engan risiko

Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih
rendah;

Meningkatkan Inklusi keuangan nasional,

Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk;

Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang

masih sangat besar.

27
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5. Perkembangan Fintech di Indonesia

Perkembangan fintech di Indonesia saat ini berdasarkan

fintech perlu
yang memadai

disinilah peran

b. Stabil

Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi
pembangunan yang berkelanjutan

c. Inklusif

28
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Membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan kalangan masyarakat

Fintech disambut baik oleh jpemerintah dan regulator.

Usaa i betbags

sar 29,66% dan

ip oleh Maharesi
dapat digerakkan
modal untuk
terlayani, seperti Masya Berpenghasilan Rendah (MBR) dan
UKM. Kedua, mobilisasi dana yang ada di masyarakat untuk
membiayai infrastruktur dasar seperti sanitasi dan listrik. Ketiga,
mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan,  seperti  pembiayaan inovasi  penting  untuk
meningkatkan produksi pertanian dan perikanan.48 Dari sisi regulator,

OJK memandang teknologi informasi telah digunakan untuk

29
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mengembangkan industri keuangan dan dapat mendorong tumbuhnya
alternatif pembiayaan bagi masyarakat. OJK juga mendukung

pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi

erekonomian nasional

pemberi pinjaman dengan pe a pinjaman dalam rangka melakukan
perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung
melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi  adalah  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu

30



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua
pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang

yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya

ologi Informasi
uang berbasis

Terbatas yang

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan
usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman
adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena
perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi.
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Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan
jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan usahanya,

perizinan kepada

g membahas

memeberikan

undang (Harahap, 2011:29

Para pihak dalam perjanjian dapat membuat peraturan sendiri
yang tidak diatur dalam buku 11l KUHPerdata. Namun jika tidak ada
peraturan yang rinci, maka akan tunduk kepada buku Il

KUHPerdata.44 Pembuatan perjanjian apapun ketentuan umun dalam
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KUHPerdata tersebut menjadi dasar yang harus ditaati oleh para pihak

dalam perjanjian. Seperti pada pasal 1319 KUHPerdata yang

menyatakan:

ebut demikian
nama, seperti
eminjam, dan
ama yang tidak

kredit, dan lain-

dasar hukum dalam pembuatan
perjanjian, maka harus tunduk kepada aturan tentang syarat sahnya
suatu perjanjian. Syarat sah perjanjian dijelaskan pada pasal 1320
KUHPerdata yang menyebutkan ada 4 syarat suatu perjanjian

terbilang sah di hadapan hukum, yaitu:
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1. Sepakat

2. Cakap

hal tertentu

pasal 1313

adalah suatu

Subekti mengatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu
peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana
dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.47 Menurut
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, perjanjian merupakan perbuatan
hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

seorang lain atau lebih.48 Sedangkan menurut R. Setiawan, perjanjian

34



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih.49 Definisi perjanjian (verbintenis) ialah suatu

LAy

timbul dengan
hukum yang
pungan hukum
hak,terhadap

2menuhi prestasi

\\E\Qﬁ\

yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan

oleh pihak-pihak dalam perjanjiian.51 Pihak-pihak dalam perjanjian
diatur dalam pasal 1315, 1317, 1318, dan 1340 KUHPerdata. Pihak

dalam perjanjian dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian.
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2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari

padanya

3. Pihak ketiga.

elaksanaan  perjanjian
Hakim dapat
(3) menurut kepastian um artinya bahwa syarat dan ketentuan
dalam perjanjian itu harus dipenuhi. Namun pasal tersebut juga
menuntut adanya kepatutan dan keadilan artinya tuntutan adanya

kepastian hukum tidak boleh melanggar kepatutan dan keadilan.

. Asas Kekuatan Mengikat
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Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap
perjanjian yang dibuat secara berlaku sebagai undang-undang bagi

para pihak dalam perjanjian. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik

ihak atau berdasarkan

membuatnya. Persetujuan-persetujuan tersebut tidak dapat ditarik
kembali kecuali dengan kesepakatan dari para pihak dalam
perjanjian atau alasan yang ditentukan oleh undang-undnag yang

dinyatakan cukup untuk itu.

. Asas Kepatutan
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Asas ini dijelaskan dalam pasal 1339 KUHPerdata yang
itninya berkaitan dengan ketentua mengenai isi perjanjian. Asas

ini harus dijaga karena ukuran tentang hubungan hukum

harus dipenuhi objek perjanjian tersebut. Penjelasan dari tiap-tiap

syarat adalah sebagai berikut:

1. Adanya kata sepakat
Subekti menjelaskan bahwa sepakat adalah persesuaian
kehendak antara para pihak dalam perjanjian, yaitu apa yang

dikehendaki pihak satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan
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kedua belah pihak menghendaki susuatu yang sama secara

timbal balik. Bila telah tercapai kata sepakat tersebut maka

dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dapat dikatan sah,

undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai
orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Lalu pada
pasal 1330 dijelaskan mengenai ornag yang tidak cakap hukum,
yaitu:

1. Orang yang belum dewasa

2. Orang yang dibawah pengampuan/perwalian
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3. Orang yang telah ditetapkan undang-undang yang dilarang

untuk membuat perjanjian.

Pada pasal 1330 dijelaskan bahwa belum dewasa adalah

. Dapat ditentuk

4. Barang yang akan datang
5. Objek perjanjian

6. Barang yang akan ada

4. Causa yang halal
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Pengertain kausa adalah tujuan bersama yang hendak
dicapai oleh para pihak. Subekti pun berpendapat bahwa suatu

kausa adalah isi perjanjian. Pada pasal 1337 KUHPerdata

al_adalah apabila tidak

!!\3“ ..‘a. ngan dengan

Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT)
menyebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan
untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang
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rupiah secara lansung melalui sistem elektronik dengan menggunakan

jaringan internet.

"

)
s
"

foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau
perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud  dalam
UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (2) wajib paling sedikit memuat:
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a. Nomor perjanjian;

b. Tanggal perjanjian;

c. ldentitas para pihak;

. Jumlah dana yang© amkan kepada Penerima Pinjaman;

b. Tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;

o

Besaran bunga pinjaman; dan

e

Jangka waktu pinjaman.

Lalu dalam dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa Penyelenggara wajib

menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan
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Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara

wajib menyediakan virtual account bagi setiap Pemberi Pinjaman. Dalam

rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran

bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan
Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan
teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan,
teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi,
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kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Salah satu
jenis fintech yang banyak dipilih atau digunakan oleh masyarakat
adalah fintech berbasis peer to peer lending.

elalui fintech berbasis

lending sama,

kan pemberi

yang memilih pinjam uang di bank harus menunggu persetujuan
selama 3 bulan atau bahkan lebih setelah mengisi formulir. Setelah
disetujui, calon peminjam perlu menunggu lagi hingga 14 hari kerja
untuk mencairkan uangnya. Waktu pencairan uang ini mungkin dirasa
cukup lama bagi mereka yang membutuhkan uang dengan segera.

Dibandingkan dengan orang yang meminjam uang melalui peer to
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peer lending tidak memerlukan waktu yang panjang. Lama proses
mulai  pengisian aplikasi hingga pencairan dana biasanya

membutuhkan waktu sekitar 12 hari kerja saja. Waktu yang singkat

ka hanya pihak

emenuhi kriteria

Bagi peminjam yang menggunakan fasilitas bank, ada agunan
atau jaminan. Sementara dalam skema peer to peer lending tidak ada
jaminan, tetapi ada aturan tertulis untuk menyepakati jika
pelunasannya tidak tuntas dan sebagainya

Sepakat dengan analisa menurut Prita Hapsari Ghozie, SE,

Mcom, GCertFP, CFP, QWP adalah seorang perencana keuangan
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nery wejsy sej

independen yang bekerja sebagai Principal Consultant (Chief Planner)
ZAP Finance,bahwa peminjaman uang online yang biasa disebut

dengan fintech berbasis peer to peer lending ini memiliki beberapa

than untuk pemberi

ol \\\\\“ .00

L\ g

. Risiko bawaan "ye I setiap industri teknologi terkait
keamaan data baik dari virus ataupun hacking;

c. Konsep bisnis yang dijalankan oleh Fintech Peer to Peer Lending
belum memiliki regulasi khusus dan tidak berada di bawah
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika ada dispute,

tidak dapat diselesaikan dalam ranah UU Perbankan.
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Analisa kelebihan untuk penerima pinjaman:

a. Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak memperoleh

<>

unan beban

AR

dan perilaku

LTI Y

dak berada di bawah

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Fintech telah banyak
membantu masyarakat dalam mengakses layanan keuangan kapan saja
dan dimana saja (Aulia Urakhma, 2017:7).

Berbicara mengenai jasa peminjaman uang secara online maka

tidak akan jauh dari pengaturan terkait perlindungan konsumen. Saat

48



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

ini penerapan pengaturan terkait perlindungan konsumen sangat
lemah. Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan.

Permasalahan tersebut tidak akan pernah habis dan akan selalu

Selama masih ada

seharusnya
Jang  tentang
namun dalam
tersebut belum

g ada dalam

Keuangan, Pilar Hak Properti Masyarakat, Pilar Fasilitas Intermediasi
dan Saluran Distribusi Keuangan, Pilar Layanan Keuangan Sektor
Pemerintah, dan Pilar Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan memiliki
peranan yang sangat penting bagi stabilitas sistem keuangan dan

pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Tanpa adanya
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perlindungan konsumen yang memadai maka masyarakat tidak akan

memiliki kepercayaan terhadap produk dan jasa keuangan yang

ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan yang ada. Dalam kajian

s
terjadinya kris ‘
memberikan bukti adanya Keterkaitan yang signifikan antara stabilitas
sistem keuangan dengan perlindungan konsumen.

Sebelum dibentuknya OJK, pengaturan dan pengawasan sektor
jasa keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas

Pasar Modal danLembaga Keuangan (Bapepam-LK), Kementerian

Keuangan RI. Upaya perlindungan konsumendan masyarakat
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sebenarnya juga telah dilakukan oleh masing-masing lembaga
tersebut.Dengan dibentuknya OJK, fungsi perlindungan konsumen

dan masyarakat dilakukansecara terintegrasi dan komprehensif,

gaduan, serta

2pat, dan biaya

barang dan/atau jasa. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK
terhadap barang dan/ atau jasa secara umum yakni perlindungan
terhadap penggunaan barang dan jasa. Pada dasarnya konsumen jasa
di sektor jasa keuangan pun dapat dilindungi oleh UUPK manakala

dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan. Konsumen jasa di

51



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

sektor jasa keuangan antara lain konsumen di sektor perbankan,
pembiayaan dan asuransi.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia

ketentuan UUPK pada dasarnya dapat diberlakukan terhadap
perlindungan konsumen yang sifatnya lebih khusus, kecuali apabila
ditentukan lain dalam undang-undang yang sifatnya khusus tersebut.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam

UUPK pada dasarnya memberikan perlindungan secara luas yakni

perlindungan hukum terhadap konsumen barang dan/atau jasa.
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Adapun pengaturan perlindungan konsumen dalam UU OJK
merupakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang lebih

khusus yaitu konsumen di bidang jasa pada sektor jasa keuangan.

pencegahan

informasi dan

usaha atau pihak yang merugikan konsumen (Aulia
Urakhma,2017:85).

Pada awal perkembangan hukum perlindungan konsumen posisi
konsumen semakin diperparah, setelah disahkannya Persetujuan
Organisasi Perdagangan Dunia/ World Trade Organization (WTO)

oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1994. Konsumen Indonesia mempunyai banyak
pilihan tentang produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan,

kebutuhan, dan kemampuan daya beli. Di sisi lain, bagi konsumen

ha tuk mengakibatkan
et
'g dirugikan,

gga hak-hak

atau jasa.

Berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi
pinjam meminjam uang berbasis teknologi, bahwa konsumen juga
mempunyai hak diantaranya:

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengonsumsi barang dan/atau jasa;
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nenyj wejsy se)

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

ang b jur mengenai kondisi
)
S8 00‘
gﬁ atas barang
" 4

, dan upaya
ecara patut;
atau penggantian,

k sebagaimana

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan;

b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang

dan/atau jasa;
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c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

, tujuan
terselenggara

mewujudkan

a Keuangan Nomor
Sektor Jasa
1/POJK.07/2013 tentang : Konsumen Sektor Jasa
Keuangan, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi
yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk
dan/atau layanan. Apabila keluhan konsumen kepada Yayasan
Lembaga Konsumen Yogyakarta terhadap kerugian yang dirasakan

karena kurangnya notifikasi atau somasi dari fintech berbasis peer to
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peer lending yang dipilih maka sudah menyimpang dari pasal 5

tersebut.

Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan
Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
berisi terkait prosedur Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau PUJK dalam
pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen, sehingga konsumen

dapat mengadu tentang kerugian yang dirasakan. Penyelesaian
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pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi

(redress/remedy) kepada Konsumen (Ridwan Muchlis,2018:365).
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

engetahui bahwa pinjam-

meminjam uang berasal dari bank atau lembaga pembiayaan lain seperti
Bank Umum, BPR, Pegadaian dan sebagainya. Berbagai alternatif tersebut
memang selama ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

finansialnya tetapi tidak sedikit juga orang tidak menggunakan opsi

tersebut untuk pinjam-meminjam uang karena mungkin ada pertimbangan
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tertentu seperti bunga besar atau proses yang berbelit, syarat yang sulit
dipenuhi (Ali,2009).
Seiring berjalannya waktu dengan tingkat kebutuhan yang tinggi,

muncul a al nan Pi ninjam Uang Berbasis

\%‘é
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan istilah layanan
pinjam meminjam uang berbasis ternologi informasi (LPMUBTI) dalam
oengaturan mengenai fintech peer to peer (L2P) lending. Definisi
LPMUBTI adalah penyelengaraan layanan jasa keuangan untuk

mempermudah pemberi pinjaman dan oeminjam secara langusng melalui
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sistem internet. Pengaturan terkait LPMUBTI ini diatur di POJK. No. 77
tahun 2016.

Dalam pelaksanaan peer to peer lending, pemilik platform
(aplikasi) atau disebut-pihak penyelenggara mempunyai andil yang cukup
besar karena la memiliki wewenang untuk menentukan kepada siapakah
dana dari pemberi _pinjaman: akan, .dipinjamkan. Selain itu dalam
praktiknya pemberi pinjaman hanya sebagai pihak yang menginvestasikan
dananya kepada penyelenggara untuk dikelola dan disalurkan dalam
bentuk pinjaman kepada penerima pinjaman melalui website yang dimiliki
olen penyelenggara. Jadi penyelenggara hanya menyediakan fasilitas
berupa. website yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima
pinjaman dengan berdasarkan pada kuasa yang telah diberikan oleh
pemberi pinjaman kepada penyelenggaras Dalam hal-ini, penyelenggara
untuk dan-atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam
meminjam uang dengan penerima pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan
adanya escrow account dan virtual account. yang diterbitkan oleh bank.
Berdasarkan hal tersebut, konstruksi- hubungan hukum antara pemberi
pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari
perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Buku Il Bab XVI
Pasal 1792 s.d Pasal 1819 KUHPerdata, dimana pemberi pinjaman sebagai
pemberi kuasa dan penyelenggara sebagai penerima kuasa. Dalam hal ini
penerima kuasa berkewajiban melaksanakan kuasanya, dan ia

menanggung segala biaya, kerugian, dan bunga yang akan timbul karena
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tidak dilaksananannya kuasa tersebut.1Sedangkan konstruksi hubungan
hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah hubungan

hukum yang lahir dari perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur

\tara
<7
ersebut dituangkan dalam

beberapa hal, yaitu nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para
pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah
pinjaman; suku bunga pinjaman; besarnya komisi; jangka waktu; rincian
biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); mekanisme
penyelesaian sengketa; dan mekanisme penyelesaian dalam hal

penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.18
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Sedangkan dokumen elektronik yang berisi perjanjian antara pemberi
pinjaman dengan penerima pinjaman paling sedikit harus memuat

beberapa hal, yaitu nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para

ndang No. 11

Elektronik

pada semua aturan yang ada dalam platform fintech tersebut. Dengan
demikian platform akan mengeluarkan sertifikat elektronik yang memuat
tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek

hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh

penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam
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Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Berikut ini diuraikan pelaksanaan peer to peer lending secara lebih

Pemberi pinjaman yang telah diverifikasi akan mendapatkan datadata dari
beberapa penerima pinjaman yang sudah terdaftar dan terverifikasi oleh
penyelenggara. Selanjutnya, pemberi pinjaman dapat memilih salah satu
dari beberapa penerima pinjaman tersebut. Jika sudah terjadi kesepakatan

antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, maka pemberi pinjaman
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akan mendapatkan return dari hasil bunga pembayaran angsuran pinjaman

tersebut (Mulhadi,2010).

Berikut ini diuraikan salah satu contoh klausul disclaimer yang

yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan
mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang
bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan
kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan

Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib
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dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang
diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi«Informasi ~dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap
ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum
oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi
yang diderita oleh masing- masing Pengguna sebagal akibat langsung dari
pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang
menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Selanjutnya dalam hal calon ‘pengguna akan menjadi pihak
penerima pinjaman, maka ia harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya
sebagal penerima pinjaman dengan cara menyerahkan dokumen dan data
elektronik yang terkait dengan datadata, pribadinya-antara lain: nama
lengkap, alamat e-mail, nomor handphone, nomor KTP, nomor NPWP
(Jjika memiliki NPWP), nomor rekening bank yang akan digunakan, dan
jumlah pinjaman dan jangka waktu angsuran pembayaran pinjaman.
Setelah semua data tersebut. diverifikasi dan dilakukan penilaian
oleh penyelenggara, maka calon pengguna telah menjadi penerima
pinjaman. Ini berarti bahwa penerima pinjaman harus mematuhi setiap
aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, termasuk klausul
disclaimer. Kemudian setiap data-data penerima pinjaman yang telah diisi
melalui form pendaftaran penerima pinjaman, kecuali identitas penerima

pinjaman, diberikan kepada pemberi pinjaman, dan pemberi pinjaman
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akan memilih salah satu dari beberapa penerima pinjaman. Setelah
menentukan pilihannya, terjadilah kesepakatan antara pemberi pinjaman

dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam dokumen elektronik.

JALLY

untuk tujuan

epada pengguna

AN

dari dan atau kepada suatu rekening.

Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya pelaksanaan peer to
peer lending tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemberian kredit,
karena keduanya merupakan perjanjian pemberian pinjaman. Jadi yang
membedakan hanyalah prosesnya, dimana proses pemberian kredit

dilakukan secara langsung dalam arti bank bertemu secara langsung
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dengan debitur, sedangkan proses peer to peer lending dilakukan secara
tidak langsung dalam arti pemberi pinjaman bertemu melalui media

teknologi informasi (online) dengan penerima pinjaman (Oyewole, O. S,

dilakukan oleh

i L LY

elakukan setiap

ya negara yang

2 (| &

hukum terbagi

merupakan perlindungan hukum vyang dilakukan setelah terjadinya
sengketa atau pelanggaran (Siregar, A,2016:49).

Pada saat ini yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan
konsep perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya pada sektor
produk atau jasa layanan keuangan konvensional, tetapi juga pada produk

atau jasa layanan keuangan yang dipasarkan melalui teknologi.
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Perkembangan teknologi telah mengubah bentuk tatanan industri layanan
dan jasa keuangan termasuk dalam mengubah strategi dan metode
lembaga keuangan dalam memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya.
Kemudahan dan" kecepatan dari pemanfaatan teknologi inilah yang
menjadi daya tarik tersendiri dalam pengembangannya secara maksinal
dalam bidang keuangan, -Selain- ity, [dengan pemanfaatan teknologi dalam
bidang keuangan maka berdampak kepada makin luasnya jangkauan yang
dapat ditembus oleh produk atau jasa layanan keuangan.

Hal inilah yang menjadikan fintech dapat berkembang dengan
sangat pesat di Indonesia yaitu dengan kemudahan yang ditawarkan serta
dapat diakses di setiap wilayah Indonesia menjadikan fintech menjadi
jalan baru bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan
sederhana, mudah, eepat, serta tanpa harus memiliki agunan. Melihat
perkembangan fintech yang begitu cepat, terutama layanan peer to peer
lending, membuat OJK sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi
dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lembaga keuangan
mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, dimana peraturan tersebut
dikeluarkan untuk mengatur Kkegiatan dan pelaksanaan peer to peer
lending sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya risiko yang
dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak pengguna sebagai konsumen.

Salah satu risiko yang sering terjadi pada pelaksanaan peer to peer
lending adalah risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan penerima

pinjaman untuk memenuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman.
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Melalui platform yang disediakan oleh pihak penyelenggara, siapa saja

dapat dengan mudah menjadi pemberi pinjaman karena syarat dan

ketentuan bagi calon pengguna layanan peer to peer lending sangat mudah

elakukan perubahan

mempertimbangkan

omi dan/atau kondisi industri
fintech. Adanya Ketentuan batas maksimum tersebut
dimaksudkan  agar  pemberi  pinjaman  mendapatkan
perlindungan karena risiko kredit dapat diminimalisir.

2. Pasal 17 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016. Menurut pasal
tersebut, penyelenggara harus memberikan saran mengenai

besaran suku bunga pinjaman yang akan digunakan oleh
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pemberi pinjaman dan pengguna pinjaman, dimana besaran
suku bunga pinjaman tersebut harus disesuaikan dengan nilai

kewajaran yang dapat diukur antara lain melalui tingkat inflasi

i ehingga tidak akan
S ety
‘ﬂ asal tersebut,
'w dalam bentuk
en elektronik
pinjaman

arena di dalam

dasar perlindungan™ bagi pemberi pinjaman yaitu prinsip

transparansi.

. Pasal 21 POJK No. 77/POJK.01/2016. Menurut pasal tersebut,

mitigasi risiko merupakan tindakan untuk mengurangi risiko
operasional dan risiko kredit, misalnya penyelenggara menjadi

anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem
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layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK,

penyelenggara bekerjasama dan melakukan pertukaran data

dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi

pasal tersebut,

dasar dari

pasal tersebut, penyelenggara
mengenai peer to peer lending yang akurat, jujur, jelas, dan
tidak menyesatkan. Selain itu penyelenggara wajib
menyampaikan informasi kepada pemberi pinjaman dan
penerima pinjaman mengenai penerimaan, penundaan, atau

penolakan permohonan peer to peer lending.
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8. Pasal 32 dan Pasal 36 POJK No. 77/POJK.01/2016. Menurut
pasal tersebut, dalam hal perjanjian yang dilakukan oleh

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah perjanjian

Sebaliknya bagi pemberi pinjaman, ia harus berhati-hati dalam

melakukan investasi di peer to peer lending karena tidak ada
agunan jika terjadi kredit macet.

10. Pasal 37 POJK No. 77/POJK.01/2016. Dengan adanya
ketentuan ini, pemberi pinjaman akan mendapatkan

perlindungan hukum karena penyelenggara harus bertanggung
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jawab jika risiko kredit disebabkan oleh kesalahan dan/atau

kelalaian pengurus, pegawai penyelenggara dan/atau pihak

ketiga yang bekerja untuk kepentingan penyelenggara.

dalam melayani pengguna yang dimuat dalam dokumen

elektronik.

. Pasal 40 POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur mengenai

kewajiban penyelenggara untuk melaporkan secara elektronik

setiap bulan jika terdapat pengaduan pengguna disertai dengan
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tindak lanjut penyelesaian pengaduan tersebut kepada OJK

(Susanne Chishti, 2016:347).

peraturan mengenai

wa pemberian
penyelenggara

S yang bertugas

secara lebih dalam permasalahan tersebut agar dapat terselesaikan dengan

baik (Wibowo,2011;324).

Terkait dengan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman atas
risiko kredit dalam peer to peer lending, pada dasarnya POJK No.
77/POJK.01/2016 dan POJK No. 1/POJK.07/2013 telah memberikan

perlindungan hukum yang cukup, namun perlindungan tersebut harus lebih
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ditingkatkan, terutama dalam hal mitigasi risiko kredit. Salah satu upaya
yang dapat dilakukan oleh penyelenggara untuk mengurangi risiko kredit
adalah melakukan penilaian/analisis terhadap calon penerima pinjaman
dan memberikan  informasi secara..detail ‘mengenai calon penerima
pinjaman tersebut kepada pemberi pinjaman. Sebenarnya upaya ini sudah
mulai dilakukan, tetapi masih'dalam tahap pembahasan antara OJK dengan
Asosiasi Fintech' Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)."Nantinya setelah
pembahasan, akan dirilis sebuah Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL)
yang memiliki cara kerja yang hampir sama dengan Sistem Informasi
Layanan Keuangan (SILK). PUSDAFIL akan digunakan sebagai pusat
data bagi calon penerima pinjaman yang akan langsung dipantau oleh OJK
dan AFPI, serta akan melakukan kerja sama dengan seluruh perusahaan
fintech peer to peer lending yang telah memiliki izin.dari OJK.24 Dengan
adanya PUSDAFIL diharapkan akan mengurangi segala risiko yang ada
dalam pelaksanaan peer to peer lending, terutama risiko kredit, karena
seluruh data“yang terdapat di dalam PUSDAFIL merupakan data-data
akurat mengenai para calon penerima pinjaman yang telah terverifikasi
dan dianalisis oleh OJK dan AFPI sehingga mempunyai tingkat

keakuratan yang tinggi.

Dalam perlindungan hukum pada Penyelenggara Financial
Technology yang berada di bawah kewenangan otoritas lain yaitu
penyelenggaraan Pinjam Meminjam atau Peer to Peer Lending maka

terdapat beberapa peraturan yang terkait, yaitu Peraturan Otoritas Jasa
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Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017.

memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760

KUHPerdata).

Kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan barang
dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan
(Pasal 1763 KUHPerdata). Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu

jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang
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dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan
membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat
dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu
dan tempat ini tidak telah ditetapkan,-harus diambil harga barang pada
waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764
KUHPerdata), dan jika-telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah
diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai” saat pengembalian atau

penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUHPerdata).

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi
Pembayaran sebagai salah satu payung-hukum bagi pengembangan bisnis
layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Perlindungan hukum bagi
nasabah dan pelaku usaha:layanan:pinjam meminjam uang berbasis online
diatur dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan
Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas
Peraturan Pemerintan Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor
16/1/PBI1/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem
Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI1/2016
tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pelaku

Usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran.
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Kemudian jika mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(POJK) Nomor: 77/POJK.01/2016, tentang layanan pinjam meminjam

uang berbasis teknologi informasi. Didalam aturan tersebut, OJK mengatur

injam berbasis
kedalam jenis

al 1 angka (1)

meminjam ini berjalan mana harusnya. Dalam hal OJK
melaksanakan tugasnya dibidang pengaturan dan pengawasan, telah
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 6 disebutkan bahwa :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan
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3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,

lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

. ;‘ﬁi&““h @% 'ﬁ“"'mmh‘ @ a 1 diatas, dapat di

menjadi aman.

2. Muncul berbagai inovasi bisnis jasa keuangan melalui jaringan
Internet yang dikenal dengan sebutan Teknologi Finansial. Teknologi
Finansial ini akan menggeser industri keuangan konvensional, dengan
alasan tuntutan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Teknologi

finansial di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan.
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Munculnya berbagai jenis teknologi dalam dunia finansial, membuat
masyarakat menjadi mudah dalam menjangkau kebutuhan

finansialnya. Alternatif alternatif yang dihadirkan menjadi pilihan

& @ banyak jenis
kum 5 0,2009).

k pembiayaan

pinjaman untuk

Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor
18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan
perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam

peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur
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dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar

peer to peer lending karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa

peer to peer lending masuk dalam peraturan perlindungan konsumen

mematuhi Peraturan-Peraturan yang telah dibuat oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan Undang-Undang yang berlaku, dan lebih

bertanggung jawab atas hak-hak konsumen

. Berkembangnya teknologi di era globalisasi saat ini, sudah mencakup

berbagai aspek dimasyarakat termasuk dalam hal finansial, terlepas

dari munculnya teknologi finansial, pemerintah harus mengawasi
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teknologi finansial secara rinci dalam prakteknya di Indonesia. Dalam
hal ini pemerintah dapat melakukan perlindungan hukum preventif

atau pencegahan atas hal-hal yang tidak diinginkan dalam praktek
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